
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
NOMOR  20  TAHUN 2008 

 
TENTANG 

 
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL  

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN KEPADA  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM BANDARMASIH KOTA BANJARMASIN 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, 
 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menggali potensi sumber Pendapatan Asli Daerah 
dan dalam upaya meningkatkan pelayanan air minum kepada 
masyarakat di Kota Banjarmasin, diperlukan dana untuk peningkatan 
dan pengembangan sarana air minum; 

 
b. bahwa untuk merealisasikan tujuan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan dalam rangka mendukung upaya Perusahaan Daerah Air 
Minum Kota Banjarmasin, Pemerintah Daerah perlu melakukan 
penambahan penyertaan modal; 

 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud   dalam huruf 

a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan 
Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan kepada Perusahaan 
Daerah Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin ; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1956 Jo. Undang-Undang           

Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat 
Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah 
Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1106); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 
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7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008   Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan 
Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4490); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia          Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005  Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4609); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi 
dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 

17. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan 
Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Daerah  pada Pihak 
Ketiga (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 13);  

18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2               
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian 
Pencemaran Air (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 
Tahun 2006  Nomor  2); 

19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2005  
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan 
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Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Kota 
Banjarmasin (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 
2005 Nomor 43); 

20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4               
Tahun 2006  tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah 
Provinsi Kalimantan Selatan kepada Perusahaan Daerah Air Minum 
Bandarmasih Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Provinsi 
Kalimantan Selatan Tahun 2006 Nomor  4); 

21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4  Tahun 2007  
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan 
Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Kota 
Banjarmasin  (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 
2007 Nomor 4); 

22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13  Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13) ; 

23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17                  
Tahun 2007  tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Selatan Kepada Perusahaan Daerah Air Minum 
Bandarmasih Kota Banjarmasin  (Lembaran Daerah Provinsi 
Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 17); 

24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5  Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah 
Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 
Selatan Tahun 2008 Nomor 5) ; 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama  
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

dan 
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN 

 
MEMUTUSKAN: 

 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN 
MODAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM BANDARMASIH 
KOTA BANJARMASIN. 

 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal  1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 
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